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PROBLEMATIKA HUKUM PERATURAN DAERAH
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

Skripsi, Fakultas Hukum, 2025

Kata Kunci: Legalitas, Izin Usaha Pertambangan, Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir DanPulau-Pulau Kecil(RZWP3K), Kepastian Hukum.

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk ditelaah terhadap kepastian hukum antara
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Nomor 503/002/OP-L/BPMPT/2015 yang sudah terlebih dahulu
di terbitkan. Keduanya sama-sama berlaku dan memiliki kepastian hukum, namun
dari keduanya memiliki konflik terkhusus pada Kabupaten Belitung Timur (Pesisir
Pantai Olivier). Dalam Peraturan Daerah RZWP3K tidak ada alokasi ruang untuk
aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan
mengetahui bagaimana kedudukan Peraturan Daerah sebagai aturan pengendalian zona
ruang di Provinsi Bangka Belitung dan mengetahui apakah Izin Usaha Pertambangan
(IUP) di Kabupaten Belitung Timur sebagai zero tambang sesuai dengan asas kepastian
hukum dalam Good Governance. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini berjenis normatif (yuridis normatif) dan bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini
kedudukan Peraturan Daerah RZWP3K lebih tinggi dari Izin Usaha Pertambangan dan
kedua penelitian ini menyimpulkan bahwa Izin Usaha Pertambangan di wilawah
Olivier tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dalam Good Governance
berdasarkan asas Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepastian Hukum.

vi



ABSTRACT

Aldi Hermawan
4011811063

LEGAL PROBLEMS OF REGIONAL REGULATIONS ON ZONING PLANS
FOR COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS AND MINING BUSINESS
PERMITS FROM THE PERSPECTIVE OF THE PRINCIPLE OF LEGAL
CERTAINTY

Thesis, Faculty of Law, 2025
Keywords:Legality, Mining Business Permits, Coastal Area and Small Island
Zoning Plans, Legal Certainty.

This research is motivated to provide results from research on legal certainty
between the Regional Regulation of the Bangka Belitung Islands Province Number 3 of
2020 concerning the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands and Mining
Business Permit (IUP) Number 503/002/OP-L/BPMPT/2015 which has been
previously issued, where both are valid and have legal certainty, but both have
conflicts, especially in East Belitung Regency (Olivier Coast) in this case the
Regional Regulation RZWP3K does not allocate space for mining activities in the area.
This study aims to examine and determine how the position of Regional Regulations as
spatial zone control regulations in Bangka Belitung Province and to find out whether
the Mining Business Permit (IUP) in East Belitung Regency as a zero mine is in
accordance with the principle of legal certainty in Good Governance. The research
method used in this study is normative (normative juridical) and prescriptive. The
results of this study show that the position of the RZWP3K Regional Regulation is
higher than the Mining Business Permit and these two studies conclude that the Mining
Business Permit in the Olivier region is not in accordance with the principle of legal
certainty in Good Governance based on the principles of Openness, Accountability,
and Legal Certainty.
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